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Abstrak
 

Dukungan pemerintah untuk menjaga nilai demokrasi dalam penyusunan, pelaksanaan maupun evaluasi

kebijakan publik diwadahi melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Arahan ini dituangkan melalui

Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi

Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi FKP serta memberikan pengetahuan baru

dalam perspektif implementasi kebijakan sektor publik.  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan

kualitatif dengan wawancara dan studi literatur untuk menganalisis implementasi FKP hingga tahun 2022.

Model implementasi kebijakan yang digunakan adalah model Merilee S. Grindle yang mencakup faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil dari

penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan FKP dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk

kepentingan instansi, partisipasi instansi, stakeholder terkait dan masyarakat. FKP bukan hanya serangkaian

formalitas, tetapi juga sarana yang penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses

pengambilan keputusan publik. Manfaat FKP meliputi menyelaraskan kapasitas penyelenggara layanan

dengan harapan masyarakat dan meminimalisir dampak negatif kebijakan terhadap kesejahteraan publik.

Implementasi FKP dipengaruhi oleh persepsi, partisipasi, dan kualitas layanan yang disampaikan kepada

masyarakat. Hambatan birokrasi dan koordinasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam forum,

sementara kapabilitas pimpinan lembaga dan kualitas koordinasi antar unit kerja menjadi kunci kesuksesan

pelaksanaan FKP. Tingkat kepatuhan dan responsivitas instansi pemerintah terhadap masukan dari FKP

dapat bervariasi, memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses konsultasi publik dan efektivitas

implementasi kebijakan. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya platform tindak lanjut

FKP dapat menyulitkan stakeholders dalam memantau progres dan tindak lanjut putusan FKP. Meskipun

implementasi FKP telah mencapai beberapa keberhasilan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu

diatasi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu. Variasi dalam pemahaman

capaian rencana aksi, realisasi strategi, dan kegigihan pelaksanaan juga menjadi fokus perhatian.

......Government support to uphold democratic values in the formulation, implementation, and evaluation of

public policies is facilitated through Public Consultation Forums (FKP). This direction is articulated through

Regulation of the Minister ofAdministrative and Bureaucratic Reform Number 16 of 2017 concerning

Guidelines for the Implementation of Public Consultation Forums in the Environment of Public Service

Organizing Units. The purpose of this research is to determine the factors influencing the implementation of

Public Consultation Forums and to provide new insights from the perspective of public sector policy

implementation. This study uses a qualitative approach with literature review and interviews to analyse the

implementation of FKP until 2022. The policy implementation model used is Merilee S. Grindle's model,
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which includes factors influencing policy implementation, Content of Policy content and Context of

Implementation. The results of the study show that the implementation of FKP policies is influenced by

various factors, including the interests of institutions, institutional participation, relevant stakeholders, and

the public. FKP is not just a series of formalities but also an important means to enhance transparency and

accountability in public decision-making processes. The benefits of FKP include aligning service provider

capacity with public expectations and minimizing the negative impact of policies on public welfare. The

implementation of FKP is influenced by perceptions, participation, and the quality of services provided to

the public. Bureaucratic hurdles and coordination can affect decision-making in the forum, while the

leadership capabilities of institutions and the quality of coordination among units are key to the success of

FKP implementation. The level of compliance and responsiveness of government agencies to input from

FKP can vary, affecting public trust in the public consultation process and the effectiveness of policy

implementation. Challenges such as resource constraints and a lack of follow-up platforms for FKP can

hinder stakeholders in monitoring progress and follow-up decisions of FKP. Although the implementation of

FKP has achieved some successes, there are still several challenges that need to be addressed, including

human resource limitations, budget, and time constraints. Variations in understanding the achievement of

action plans, strategy realization, and the perseverance of implementation are also areas of focus.


